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BUPATI LABUHANBATU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR + TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! LABUHANBATU,

bahwa schubungan dengan perkembangan yang tidak
sesual  dengan asumsi  kebijakan umum  APBD,
keadaan Yang menyenabkan pergeseran antar ynjt
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
keadaan yang menyebabkan sigy lebih tahun anggaran
sebelumnys  harys digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berkenaan, maka perly
dilakukar-. perubahan APBD tahun anggaran 20135;

bahwa berdasarkay; perumbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraiyran
Daerah tertang Perubanan Anggaran Pendapatan dar
Belanja  Duerah Kabupaten Labuhanbary Tahun
Anggaran 2015

Pasal 13 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik \ndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Dyt Tahun 1956 tentang
Pembentuican Daerah Otonom Kabupaten-}(abupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumaterg Utara
(Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamvahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahar  Duerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tanun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik [ndonesia Nomor 4438)

)



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-U.wdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribus;j Daerah (Lembaran Negara
Republik ‘ndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20]5 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Sebagaiman 4 tclah  diubah beberapa  kaj terakhir
dengan Und;mg-Undang Nomor 9 Tahun

Kedudukan Pruickoler dan Keug

Arggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik lidonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambah; r, Lemtbtarar Negara Republik
4416}, Sebagaimana telah diubah oeberapa ka'j terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2] Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Pe r Il
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan pr
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomecr 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Dewan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanar
(Lembaran Negara Repubiik Indonesig Tahun 2005

Nomor 4§, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4502); -

Peraturar. Pemeriniah Nomor S4 Tahun 2003 tentang
Pinjamar Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran N

egara
Republik Indoncsia Nomor 4574)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435785);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S, Tainbahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 9272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Fedoman Pengelolaan leuangan Daeran
sebagaimana yang teluh diubah beberapakal terakhir
dengan Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 21.
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeiolaan “euangan Daerah;

5. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2015 (Berita Negara Pepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 680) '

17. Peraturan Daerah Kabunaten Labuhanbatu’ Nomor 5
Tahun 2005 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1
Tahun 2015 ‘entang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Menetapkan

DAN
BUPAT, LABUHANBATU
MEMUTUSKAN -

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DaN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 semula berjumlah Rp.1.121.966.245 59 bertambah
sejumlah Rp. 7.385.532.540,- sehingga menjadi
Rp.1.129.351.778 131,- dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.050.104.470.027
b. Bertambah Rp.  48.144.116.544
Jumlah Pendapatan setelah
perubahan Rp.1.098.248.586.57]
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp.1.121.966.245.59]
b. Bertambah Rp. 7.385.532.540

Jumlah Belanija setelah perubahan Rp.1.129.351.778.131

3. Pembiayaan Daeran
1). Penerimaan
a. Semula Rp.72.151.420 564
b. Berkurang Rp.40.52}1.639.247
Jumlah Penerimaan  setelah
perubahan Rp. 31.629.781.317



2). Pengeluaraun
a. Semula Rp. 289.645.000
b. Bertambah Rp. 236.944.757
Jumlah Pengeluaran setelah

perubahan Rp. 526.589.757

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Ssevagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dayi - :
a. Pendapatar Aglj Daerah

1) Semula Rp.146.290.700.510

2) Bertambeal Rp. 3.480.225. 444

Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 149.770.925 954

b Dana Perimbtangan

1) Semula Rp.691.229.l38.517
2) Bertambah Rp. 25.000.000.000
Jumlah Derimbangan seteiah

Perubahar Rp.716.229 138.5]7
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula Rp.212.584.631.000

2) Bertambah Rp. 19.663.891.100
Jumlah  Lain-lain Pendapatan

Yang Sah setelal Perubahan Rp.232.248.522.100

(2) Pendapatan Asj; Daerah Daerah sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) huryf a terdiri darj -

a. Pajak Daeral
1) Semula Rp.62.700.000.000
2) Bertambah Rp. Nihil
Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahanr Rp. 62.700.000.000

b. Retribus; Dacrah
1) Semula Rp.48.241.585 126
2) Berkurang Rp.38.523.584.000
Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp. 9.718.001.126

C. Hasil Pengeiolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) Semulg Rp.15.500.000.000
2) Berkurung Rp. 4.740.245 224
Jumlana hasil rengelolaan
kekayaan yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 10.759.754 774

d. Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Semula Rp.19.849.115.384
2) Bertambah Rp.46.744.054 668
Jumlah  hasil pengelolaan
kekayaan vang dipisahkan
setelan Perubahan Rp. 66.593 170.052



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdir dar:
a. Dana Bagj Hasi) Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1} Semula Rp.46.276.938.517
2) Bertambah Rp. Nihil
Jumlan Bagi Hasij Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak setelah

Perubah .y, Rp. 46.276.938 517

b. Dana Alokasi Umum

) Semula Rp.593.025.840.000
2) Bertambah Rp. Nihil
Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan Rp. 993.023.840.000

C. Dana Alokas; Khusus
1) Semuly Rp.51.926.360.00C
2) Bertambah Rp.QS.OC0.000.000
Jumlah Danpa Alokesi Khusus

setelah Ferubahan Rp. 76.926.360.000

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdirj dari :
a. Pendapatan Hiban

1) Semula Rp. 1.230.000.000
2) Bertamba', Rp. Nihil
Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 1.250.000.000

b. Dara Bagi Hasil Pajak darj Provinsj
atau Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semuly Rp.77.965.870.000
2) Bertamhah Rp. Nihiy
Jumlah Danga Bagi Hasij] Pajak
dari Provipsi atau Pemerintah
Daerah Lainnvy sctelah

Perubahan Rp. 77.965.870.000

¢. Dana  Bantuan Keuangan  darj
Provinsi dan dari Pemerintah Daerah
Lainnya
1) Semula Rp.11.000.000.000
2) Bertambah Rp. 3.454.391.100
Jumlah Dana Bantuan
Keuangain setelah Peruvahan Rp. 14.454 391 100

d. Dana Tunjaagan Kependidikan.

1) Semula Rp.116.914.633.000
?) Bertambah Rp. Nihil
Jumlah dana tunjangan

kKependidikan setelah Perubahan Rp.116.914.633.000

€. Dana Desy.
1) Semula Rp. 3.454.128.000
2) Bertambah Rp. 16.209.500.000 _
Jumlah Dana Desa Rp. 21.663.628.000
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimang dimaksud dalam Pasa] |
terdiri darj :

a. Belanja Tidalc Langsung

1) Semula Rp.614.552.796,353
2) Bertambah Rp. 32.276.156.048
Jumlah Belanja Tidak

Langsung setelah Perubahap Rp.646.828.952.401

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp,507.413.449.238
2) Berkurang Rp. 24.890.623.508
Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp.482.522.825.730

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaiman
(1) huruf, 4 Leloiri aari jen;s belanja -
a. Belanja Pegawaj
1) Semula Rp.537.665.009.436
2) Bertamnbah Rp. 2071 1.813.198

Jumlah Belanja bPegawal setelah

Perubahan Rp.558.376.822.634

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 77.079.917
2) Bertambah Rp. Nihi]
Jumlah Belanja bunga setelah
Perubahan Rp. 77.079.917
C. Belanja Hibah
1} Semula Rp. 54.734.000.000

2) Berkurang Rp. 3.934.000.000

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubuahan P\p‘SO.SOO‘OO0.000

d. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 1.000.000.000
2) Berqua"lg Rp. 800.000.000
Jumlah Belanja Bantuan Sosial

sctelah Pcrubahan Rp. 200.000.000
¢. Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupagen/Kota dan
Pemeriniah Desa.
1} Semula Rp. 1.500.000.000
2) Bertambah Rp. Nihil
Jumlan Belanja Bagi  Hasil
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah
Perubahan Rp. 1.500.000.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/}‘(abupaten/}(ota dan Pemerintah Desa
1} Semula Rp. 18.141.707.000
2) Bertambah Rp. 16.298.342.850
Jumlah Belanja Bantuan

Keuangan kepada



-

LAY

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerin-tah Desa setelah
Perubahan Rp.34.440.049.850
8. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 1.435.000.000
2) Bertambzh Rp. Nihil
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan Rp. 1.435.000.000

(3) Belanja Langsung scbagainana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari :
- & Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 62.3:13.234.100
2) Berkurarg Rp. 2.698.875.200
Jumlah Belanja bCgawai setelah
Perubahan Rp.59.614.408.900
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp.212.315.978.592

2} Berkurang Rp. 21.990.064.149
Jumlat Belanja barang dap

jasa setelul Perubahan Rp.190.325.914.443
C. Belanja Monn)
1) Semul; Rp.232.784.286.546

2) Berkurung Rp. 201.684.159
Jumlah Belanja moda] setelah

Perubahan Rp.232.582.502.387

(I)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa] )
terdiri dari -

a. Penerimaan Pembiavaan

1} Semula Rp. 72.151.420.564
2) Bcrkurang Rp. 40.521.639.247
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp.31.629.781.317
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 289.645.000
2) Bertambah Rp. 236.944 757
Jumlah Pengeluaran setelah
Pertubahan Rp. 926.589.757

y

SiLPA Tahun Anggarar Sebelumnya

1) Semula Rp. 72.151.420 564
2) Berkurang Rp. 40.521.639 247
Jumian Pererimaan sctelah

Perubahan Rp.31.629 781.317



(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdjri dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran Pokol: Utang

1) Semula Rp. 89.645.000
2} Bertambak Rp. Nihi]
Jumlah pembayaran pokok utang
setelah Perubanan Rp. 89.645.000
b. Pemberian pinjaman
1) Semula Rp. 200.000.000
2) Bertambah Rp. Nihil
Jumlah pemberian pinjaman
) setelah Perubahan Rp. 200.000.000

C. Penyertaan Modal
1). Semula Rp. Nihil
2). Bertambah Rp. 235.944 757

Jumlah Peryertaan Modal setelah

Perubahan Rp. 236.944.757

Pysal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksuakan dalam Pasa] 1, tercantum

dalam Lampiran vang merupakar, bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdir dari :

1. Lampiran | ' Ringkasan Perubahan APBD

2. Lampiran [ - Ringkasan Perubahan APBD  menurys

Urusan Pcmerintahan Dacrah dan
OUrganisasi SKPD

3. Lampiran 11] " Rincian Perubahan Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisas;j

SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

4. Lampiran [V ' Kepitulasi Perubahan Belanja  Menuryg
Urusan femerintahan Daerah, Organisas;i
SKPD, Program dan Kegiatan

©. Lampiran Vv : Rekapituias;j Perubahan Belanja Daerah
untuk  keselarasan dan keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara

6. Lampiran V] : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pper
Golongan dan Perjabatan.

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daeran



9.

8. Lampiran vy ' Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran
sebelumnyg Yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembalj dalam  tahup
anggaran berkenaan

9. Lampiran X " Daitar Pinjaman Daerah dan

Obligas;
Dacerah

Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
Opgrasional pelaksanaan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Inemerintahkan
Péngundangan Peraturan Daerah inj dengan Pe€nempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbary

Ditetapkan dj Rantauprapat
pada tanggal 30 Desember 2015

P]. BUPAT] LABUHANBATU,

RAN UTHEH

Diundangkan di Rantauprapat
pada tangga] %0 Desember 2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAEUN 2015 NOMOR Ei

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU:- (7/2015

)



